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MOTTO

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta
berkeinginan hendak kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya
perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal
dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa
yang tidak mampu kawin hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa, hawa

nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”. (Riwayat Jama’ah Ahli Hadits).

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai) (HR. Abu
Dawud dan Ibnu Majah)

Rezeki yang lepas darimu hari ini masih dapat diharapkan datangnya esok hari,
tetapi umurmu yang lewat hari ini tidak mungkin diharapkan kembali lagi. (Ali
bin Abi Thalib)
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ABSTRAK

Awang Damar Dwi Prabowo. Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan
lImu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi : Tingkat
Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Kabupaten Klaten) Tahun 2020/2021.

Kata Kunci: Perceraian, Masa pandemi Covid 19

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Penelitian dalam skripsi
ini dilatarbelakangi oleh adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan
pernikahan. Perceraian untuk sekarang ini sedang marak karena adanya virus Covid
19. Perceraian terjadi karena beberapa faktor yang pada umumnya yang menjadi
pemicu kasus perceraian itu meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder,
data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan
dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam
pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan metode triangulasi.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama,
Pengadilan Agama Klaten selama pandemi Covid kasus perceraian justru
mengalami  penurunan sempat mengalami peningkatan tetapi setelah
diberlakukannya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Klaten soal pembatasan
pendaftaran, perlahan kasus perceraian mengalami penurunan. Kedua, kasus
perceraian selama masa pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan
faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkaran yang terus
menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak.

xii



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “Sang Pencipta”
yang telah memberikan perlengkapan “rukun” sehingga realitas ini
dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum
Masehi mengucapkaan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”,
Ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang
berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan
sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulaan
hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu
oleh hasrat kemasyarakatan mereka.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong
masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan
membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia
terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk
sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus
memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama
bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas
keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus
sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdata
adalah:

1. Kesepakatan
Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela
diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan
tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Kecakapan



Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang
oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum
(dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum,
yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam
pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa
menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 19 (sembilan
belas) tahun.

3. Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal
ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-
pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4. Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-
undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau
kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah. (Dahlan, 2000: 17).

Jadi, perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang
yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material,
yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono Soimin, 1992: 6).

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan
rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan
dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi,
tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan
tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai
talag, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di
depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim
dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan

pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan



perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP
No.9 tahun 1975. Pasal 39 UUP menyebutkan:

1.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya.

. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang

membahayakan pihak lain.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh

terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan

seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan
Setyowati, 1997 : 122).



Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju
pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan
sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal.
Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian
terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan.
Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau
pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas
yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan
dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan
tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar
sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah.
Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat
mendesak saja.

Setelah kebijakan lockdown diberlakukan masyarakat berdiam diri di
rumah, dan itu tentunya berdampak kepada para pedagang maupun pelaku
bisnis, bahkan ada beberapa penggurangan pekerja diberbagai perusahaan
ataupun instansi-instansi. Sehingga terjadinya kenaikan pengangguran di
masa pandemi ini. Beberapa faktor-faktor itulah yang menyebabkan timbul
pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi,
sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown.

Tingkat perceraian di beberapa wilayah selama masa pandemi Covid
19 ada yang mengalami peningkatan. Banyak kasus perceraian yang terjadi
disebabkan oleh beberapa faktor perceraian pada umumnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘TINGKAT
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KLATEN) TAHUN 2020/2021°



B. Perumusan Masalah
Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pada
masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan
Agama Kabupaten Klaten ?
C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara garis besar adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi
terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan
Agama Kabupaten Klaten

b. Untuk mengetahui tingkat perceraian selama masa pandemi Covid
19 di Kabupaten Klaten

2. Manfaat

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Pribadi/ individu (peneliti):

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman
dalam berumah tangga.

2. Dengan adanya riset ini, maka jika terjadi masalah dalam
berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.

3. Dengan adanya persiapan perkawinan yang matang, dapat
terjaga keharmonisan dalam berumah tangga sesuai dengan
tujuan dari perkawinan yaitu pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

b. Masyarakat
1. Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman

kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun
1974,



2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan
bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu
yang sakral dalam kehidupan manusia.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan
tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu,
maka perceraian akan berkurang.

c. llmu pengetahuan:
Menambah wawasan ilmu hukum perdata pada umumnya dan
hukum perkawinan pada khususnya
D. Pembatasan Masalah

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan
perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai. Fokus
penelitian ini untuk orang yang beragama Islam, yang dilakukan di
Pengadilan Agama Klaten, dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang di
Indonesia sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Pembahasan
dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang melatar
belakangi terjadinya perceraian pada masa pandemi covid 19, bagaimana
proses perceraian, serta Untuk mengetahui tingkat perceraian selama masa
pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Klaten.

E. Sistematika Skripsi

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan,

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

Bagian isi skripsi berisi :
BAB | Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang

latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah,



tujuan, dan manfaat dari penelitian, pembatasan masalah, sistematika
penelitian.

BAB Il Landasan teori menguraikan tentang pengertian dan tujuan
perkawinan, syarat perkawinan, asas monogami, pengertian perceraian,
tata cara perceraian, alasan dapat dilakukannya perceraian, proses
persidangan, uraian tentang Pengadilan Agama.

BAB IlIl Metodologi penelitian menguraikan tentang apa yang
digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif yang menguraikan tentang lokasi penelitian,
fokus penelitian, sumber data (meliputi: sumber data tertulis dan teknik
pengambilan sample), teknik pengumpulan data meliputi: interview, studi
lapangan, studi kepustakaan, dokumen, analisa data.

BAB 1V Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang
hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V Simpulan dan saran menguraikan tentang kesimpulan
yang didapat dari penelitian dan saran dari penulis dan pembaca demi
menyempurnakan skripsi ini.

Bagian akhir skripsi berisi: daftar pustaka, dan lampiran. Pada
bagian ini menguraikan tentang daftar buku yang dibaca, dan hal

yang perlu dilampirkan dalam penulisan skripsi ini.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik
kesimpulan, bahwa tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19, dan

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19

di wilayah Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut:

1. Selama masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Klaten kasus
perceraian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun
2018, 2019 jika dilihat dari perkara yang masuk. Tetapi jika dilihat dari
grafik kasus perceraian selama masa pandemi Covid 19 pada bulan
Maret 2020 sampai Juni 2021 sempat mengalami peningkatan tetapi
setelah dilakukannya kebijkakan dari Pengadilan Agama Klaten
mengenai pembatasan pendaftaran, kasus perceraian mulai mengalami
penurunan.

2. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid 19
karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, madat, judi,
meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT,
cacat badan, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, kawin
paksa, murtad, dan ekonomi. Dari beberapa narasumber yang peneliti
wawancarai, mengatakan bahwa faktor karena pandemi Covid 19 ini
juga mempengaruhi, dikerenakan hilangnya lapangan pekerjaan,
sehingga menimbulkan perselisihan.Dan faktor paling dominan adalah
faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Faktor selanjutnya

adalah ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.

B. SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis

mengemukakan saran-saran sebagai berikut :
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1. Hendaklah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat
yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala
aspeknya, guna menjadikan kekokohan ikatan perkawinan daan
mengurangi angka perceraian.

2. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan
yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.

3. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak
dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.
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